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Abstract

Early marriage in Indonesia remains a significant issue even though there has been a regulation
that regulates the age limit for marriage through Law No. 16 of 2019. This study aims to examine
the impact of early marriage on the rights of children, especially women, and evaluate the
effectiveness of existing legal protections. The research method used is a qualitative approach
with literature study and normative analysis of laws and regulations governing early marriage,
especially Law No. 16 of 2019. The results of the study show that despite the age limit of marriage,
the dispensation policy given by the religious court allows for early marriage. This has an impact
on children's limited access to education, health, and economic opportunities. This study
recommends the need to evaluate and strengthen dispensation policies and increase public
awareness about the dangers of early marriage. Stricter policy changes and stricter oversight are
needed to strengthen the protection of children's rights.

Keywords: early marriage; protection of children's rights; dispensation policy; Law No. 16 of
2019;

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi isu signifikan meskipun telah ada regulasi yang
mengatur batas usia pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dampak pernikahan dini terhadap hak-hak anak, terutama perempuan,
serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis normatif terhadap peraturan
perundang-undangan yang mengatur pernikahan dini, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun
2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada batasan usia pernikahan, kebijakan
dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Hal
ini berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang
ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan dispensasi
serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Perubahan kebijakan
yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memperkuat perlindungan
terhadap hak anak.

Kata kunci: pernikahan dini; perlindungan hak anak; kebijakan dispensasi; Undang-Undang No.
16 Tahun 2019;
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PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial dan
mempengaruhi hak-hak anak, terutama perempuan. Meskipun Indonesia telah membuat
regulasi yang mengatur batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, pernikahan dini masih tetap ada. Penelitian dari Gunawan dan Bahri menunjukkan
bahwa pernikahan dini memberikan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental,
serta pendidikan perempuan. Selain itu, pernikahan dini juga berisiko menurunkan
kualitas hidup anak-anak yang terlibat. Hal ini menjadikan penelitian terkait dampak
pernikahan dini dalam konteks perlindungan anak dalam hukum perkawinan Indonesia
sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pemahaman tentang pengaruh pernikahan dini serta solusi perlindungan yang
lebih efektif.(Gunawan & Bahri, 2023)

Penelitian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan, namun sebagian
besar fokus pada dampak sosial dan kesehatan, tanpa mengkaji secara mendalam
perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini. Berdasarkan studi oleh Sukadi
meskipun peraturan mengenai batas usia pernikahan telah diperkenalkan,
implementasinya belum sepenuhnya efektif.(Sukadi et al., 2024) Di sisi lain, penelitian
yang dilakukan oleh Ghassani , menyebutkan bahwa perubahan batas usia pernikahan
dapat mengurangi angka pernikahan dini, namun efek perlindungan hukum yang
dihasilkan masih perlu diperkuat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan
hukum dapat diterapkan lebih efektif dan bagaimana meningkatkan perlindungan
terhadap anak yang terjebak dalam pernikahan dini. Penelitian ini mengisi kekosongan
tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.(Ghassani, 2024)

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan solusi konkret terhadap
permasalahan pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia. Meskipun telah ada
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia pernikahan, praktek
pernikahan dini masih terjadi, terutama melalui dispensasi di pengadilan agama.
Fenomena ini sangat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan keluarga secara
keseluruhan. Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi pada peningkatan angka
perceraian dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan fokus pada hukum keluarga Islam dan
perlindungan anak, penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai bagaimana
perlindungan hukum dapat diperkuat agar dapat lebih efektif mencegah dan menangani
pernikahan dini di Indonesia.(Nasyira et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap
perlindungan anak dalam hukum perkawinan Indonesia. Beberapa pertanyaan yang akan
dijawab dalam penelitian ini antara lain: (1) Apa saja dampak hukum yang timbul akibat
pernikahan dini terhadap perlindungan hak-hak anak? (2) Bagaimana penerapan hukum
terkait batas usia pernikahan dalam konteks pernikahan dini di Indonesia? (3) Apa saja
upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak yang terlibat
dalam pernikahan dini? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait
kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani fenomena pernikahan dini, serta
memperbaiki kualitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia.
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Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa dampak negatif
yang signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak, meskipun terdapat kebijakan
yang mengatur batas usia pernikahan, penerapan hukum yang masih lemah menyebabkan
tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan. Hal ini menambah kerentanannya
terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan kualitas hidup anak-
anak.(Anwar et al., 2024) Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa peraturan yang ada
perlu diimplementasikan lebih tegas dengan memperhatikan aspek perlindungan anak
yang lebih holistik. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan edukasi masyarakat
mengenai dampak buruk dari pernikahan dini untuk mengurangi praktik ini. Penelitian
ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya pendekatan yang lebih
komprehensif dalam menerapkan hukum keluarga.

Hasil penelitian ini dapat memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini dengan
memperkuat regulasi dan penerapan hukumnya. Hukum harus dapat memberikan
perlindungan yang lebih menyeluruh, dengan mengutamakan hak-hak anak dan
mengurangi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Oleh karena
itu, penting untuk memperbaharui kebijakan dan mempertegas sanksi bagi mereka yang
melanggar batas usia pernikahan. Penelitian ini juga berharap dapat menjadi landasan
bagi reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan proaktif dalam menangani pernikahan
dini serta memperkuat perlindungan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan
normatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk
menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pernikahan dini dan perlindungannya
di Indonesia, khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis
kajian normatif ini berfokus pada studi literatur dan analisis terhadap dokumen hukum,
seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, serta norma
hukum yang berlaku dalam hukum Islam terkait dengan pernikahan dini. Unit analisis
dalam penelitian ini adalah peraturan hukum yang mengatur usia pernikahan dan
perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Objek material yang
dianalisis meliputi norma hukum yang ada dalam perundang-undangan Indonesia,
keputusan-keputusan hukum terkait, serta teori-teori hukum yang relevan untuk
memahami implikasi pernikahan dini dalam perspektif hukum.(Muhammad Syahrum &
others, 2022)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap dokumen hukum dan
literatur terkait. Data yang dikumpulkan berupa teks-teks hukum, peraturan perundang-
undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan dengan pernikahan dini
dan perlindungan anak. Penelitian ini akan menggunakan teknik studi dokumen untuk
menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yang ada, seperti buku, artikel, dan
laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini (Solikin, 2021) .Analisis

156 | USRAH, Volume 6 Nomor 3, July 2025



Dwi Dasa Suryantoro., Perkawinan Dini Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Anak Dalam Hukum
Perkawinan Indonesia

data dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan
memilih data yang relevan dari dokumen yang ada. Kedua, display data, yang menyajikan
data yang telah dikategorikan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman.
Ketiga, verifikasi data, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh
melalui kajian dokumen. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan
untuk memberikan analisis yang mendalam terkait efektivitas peraturan hukum yang ada

dalam melindungi anak dari dampak pernikahan dini di Indonesia.
PEMBAHASAN

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu sosial yang terus berkembang dan
menimbulkan dampak besar terhadap perlindungan hak-hak anak, terutama perempuan.
Meskipun hukum Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia
pernikahan minimal yaitu 19 tahun, pernikahan dini masih terjadi di banyak daerah,
terutama yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Penelitian ini
menemukan bahwa meskipun terdapat pembatasan usia pernikahan, pengadilan agama
sering kali memberikan dispensasi bagi pasangan muda yang ingin menikah lebih awal,
dengan alasan sosial atau budaya.(Octaviani & Nurwati, 2020) Hal ini menunjukkan
adanya ketidakcocokan antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan sosial di
lapangan. Menurut Gunawan dan Bahri meskipun peraturan sudah diterapkan, namun
ketidaksetaraan akses pendidikan dan ekonomi mempengaruhi keputusan untuk
melangsungkan pernikahan dini, yang berakibat pada minimnya perlindungan hak-hak

anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. (Gunawan & Bahri, 2023)

Faktor sosial ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini di
Indonesia, keluarga dengan pendapatan rendah dan akses pendidikan terbatas sering kali
memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini sebagai cara untuk
mengurangi beban ekonomi. Faktor sosial budaya juga memainkan peran penting, di
mana banyak komunitas masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah
sosial dan sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga.(Ayudita, 2023)
Ketidaksetaraan gender juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka pernikahan
dini, di mana anak perempuan sering kali diposisikan dalam peran yang terbatas, baik

dalam keluarga maupun masyarakat.(Nasyira et al., 2024)

Dampak Hukum Yang Timbul Akibat Pernikahan Dini Terhadap Perlindungan
Hak-Hak Anak

Pernikahan dini merupakan permasalahan besar di Indonesia, karena berpotensi
mengabaikan hak-hak dasar anak, terutama anak perempuan yang terlibat. Meskipun

Indonesia memiliki aturan hukum yang membatasi usia pernikahan melalui Undang-
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Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun,
praktik pernikahan dini masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat
pendidikan dan ekonomi rendah. Bahwa meskipun regulasi tersebut ada, pernikahan dini
masih marak karena adanya kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama.
Dispensasi ini memberikan izin bagi pasangan yang masih di bawah batas usia pernikahan
yang ditetapkan untuk menikah, dengan alasan sosial, budaya, atau ekonomi.(Riswan,
2021) Hal ini berakibat pada minimnya perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam
hal pendidikan dan kesehatan, yang merupakan hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi
oleh hukum. Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama mengabaikan dampak
jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat, sehingga meningkatkan

kerentanannya terhadap diskriminasi dan kekerasan.(Sembiring et al., 2025)

Dampak dari pernikahan dini terhadap hak anak tidak hanya terbatas pada akses
pendidikan dan kesehatan yang terbatas, tetapi juga pada risiko kekerasan dalam rumah
tangga yang lebih tinggi. Perempuan yang menikah pada usia muda cenderung tidak siap
secara fisik maupun emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan, yang
dapat berujung pada stres, depresi, dan kekerasan domestik. Anak perempuan yang
terlibat dalam pernikahan dini sering kali terjebak dalam pola ketidaksetaraan gender
yang kuat, di mana mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi

mereka secara maksimal. (Bastomi, 2016)

Selain itu, dalam banyak kasus, mereka harus mengorbankan hak mereka untuk
melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, mereka
terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sulit untuk diputuskan. Oleh
karena itu, meskipun hukum Indonesia memberikan pembatasan usia pernikahan, dampak
hukum yang timbul akibat pernikahan dini tetap memperburuk kondisi sosial anak-anak
yang terlibat.(Nasyira et al., 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini juga tidak selalu dipandang
sebagai hal yang bertentangan dengan hukum. Samsidar mencatat bahwa dalam konteks
Islam, pernikahan dini dapat diterima jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti
kesiapan fisik dan mental. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, pernikahan dini
terjadi tanpa memperhitungkan kesiapan pasangan, baik secara fisik, emosional, maupun
psikologis. Hukum Islam sendiri, meskipun mengizinkan pernikahan dini dalam beberapa
kasus, tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak anak tetap
dilindungi dalam setiap keputusan pernikahan dini.(Indah, 2024) Oleh karena itu, penting
untuk merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam
dengan kebutuhan perlindungan hak anak, khususnya perempuan, agar tidak terjadi

eksploitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Hal ini mengarah
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pada perlunya reformasi dalam kebijakan dan penerapan hukum, agar hak anak
perempuan tetap terjamin dan tidak terabaikan dalam proses pernikahan dini.(Samsidar
et al., 2024)

Faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam terjadinya pernikahan dini
di Indonesia. Ayudita meneliti bahwa pernikahan dini lebih sering terjadi di keluarga
dengan pendapatan rendah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan dini dianggap
sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga, terutama dalam budaya masyarakat
yang masih memandang pernikahan sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga.
(Ayudita, 2023) Bahwa ketidaksetaraan gender menjadi faktor yang memperburuk situasi
ini, di mana perempuan sering kali dianggap sebagai beban keluarga dan lebih
diprioritaskan untuk menikah dini. Kurangnya akses pendidikan dan peluang kerja bagi
perempuan di daerah-daerah tertentu membuat mereka lebih rentan untuk terjebak dalam
pernikahan dini. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka pernikahan dini, perlu ada
kebijakan yang tidak hanya mengatur batas usia pernikahan, tetapi juga mengatasi akar
penyebab sosial-ekonomi yang menyebabkan keluarga memilih untuk menikahkan anak

perempuan mereka di usia dini.(Hardiyati et al., 2023)

Pendidikan adalah salah satu solusi efektif untuk mengurangi pernikahan dini,
bahwa daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki angka
pernikahan dini yang lebih rendah. Pendidikan memberi perempuan kesempatan untuk
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk membuat
keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam hal pernikahan.
(Winarsih & Ismail, 2024) Selain itu, pendidikan juga memberikan akses kepada
perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya
mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang seringkali menjadi alasan di balik
pernikahan dini.(Putri et al., 2024) Oleh karena itu, meningkatkan akses pendidikan di
daerah-daerah yang rawan pernikahan dini menjadi langkah penting dalam mengurangi
angka pernikahan dini dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama

perempuan.

Pernikahan dini juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas kehidupan
keluarga, terutama bagi anak-anak yang terlahir dari pernikahan dini.bahwa anak
perempuan yang menikah dini sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses
pendidikan dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk tumbuh kembang mereka.
Selain itu, mereka juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi
lebih rentan terhadap kemiskinan. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini juga
sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.(Sembiring et al.,

2025) Hal ini untuk melindungi hak anak, perlu ada upaya yang lebih besar untuk
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mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama

bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini.

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi bagi
pernikahan dini, bahwa meskipun ada batasan usia untuk menikah, pengadilan agama
sering memberikan dispensasi dengan alasan sosial dan budaya, yang menyebabkan
pernikahan dini tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum
yang memungkinkan pernikahan dini untuk terus berlangsung meskipun jelas-jelas
melanggar hak anak.(Safira et al., 2023) Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi
kembali kebijakan dispensasi ini, agar pengadilan agama lebih mengutamakan

perlindungan hak-hak anak dan perempuan dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Secara keseluruhan, meskipun ada regulasi yang mengatur batas usia pernikahan,
pernikahan dini tetap menjadi masalah besar yang mempengaruhi hak-hak anak, terutama
perempuan, di Indonesia. Praktik pernikahan dini terjadi karena adanya kebijakan
dispensasi yang memberikan kelonggaran bagi pasangan muda untuk menikah, serta
faktor sosial-ekonomi yang mendasari keputusan untuk menikah dini. Reformasi hukum
yang lebih ketat dan penerapan kebijakan yang lebih tegas sangat diperlukan untuk
melindungi hak-hak anak, mengurangi pernikahan dini, dan memastikan bahwa anak-
anak perempuan yang terlibat tetap dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan
yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal.(Indawati et al., 2024) Oleh
karena itu, perlu adanya kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi yang tidak hanya
mengatur usia pernikahan, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan ekonomi yang

berkontribusi terhadap pernikahan dini.

Penerapan Hukum Terkait Batas Usia Pernikahan Dalam Konteks Pernikahan Dini
Di Indonesia

Penerapan hukum terkait batas usia pernikahan di Indonesia merupakan topik
yang sangat relevan, mengingat adanya pernikahan dini yang masih terjadi meskipun
sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 16
Tahun 2019 yang memperbarui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
batas minimal usia pernikahan bagi perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Hal ini
bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini, yang
seringkali mengabaikan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan
perkembangan sosial.(Van Bemmelen & Grijns, 2018) Namun, meskipun ada aturan
tersebut, kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia, terutama di

daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat yang mendukung pernikahan pada usia muda.
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Penerapan hukum terkait batas usia pernikahan yang jelas diatur oleh pemerintah
Indonesia dalam Undang-Undang tersebut, namun masalah muncul ketika ada celah
hukum berupa kebijakan dispensasi. Dispensasi ini memungkinkan pasangan yang belum
mencapai usia 19 tahun untuk menikah dengan alasan tertentu, seperti kehamilan di luar
nikah atau kondisi sosial-ekonomi yang mendesak. Meskipun undang-undang tersebut
memberikan perlindungan bagi anak-anak dengan menetapkan batas usia minimal,
kebijakan dispensasi ini justru menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan
dini. Hal ini dijelaskan oleh Moelyono, Patria, dan Dwiarti, yang menyoroti bagaimana
pengadilan agama memberikan kelonggaran untuk menikah meskipun usia pasangan
masih di bawah batas minimal. Kebijakan dispensasi ini seringkali digunakan sebagai
jalan keluar meskipun secara hukum bertentangan dengan prinsip perlindungan hak
anak.(Moelyono et al., 2022)

Di sisi lain, meskipun kebijakan dispensasi memberikan kelonggaran, hal ini
sering tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Sebagian besar pengadilan
agama mengeluarkan dispensasi pernikahan dengan alasan yang tidak selalu berfokus
pada kepentingan terbaik bagi anak.(Sari & Hidayati, 2024) Sehingga, meskipun ada
kebijakan yang lebih ketat, praktik pernikahan dini tetap terjadi dan mempengaruhi hak-
hak anak secara signifikan. Di banyak daerah, faktor budaya dan sosial yang mendalam
juga memainkan peran besar dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini, yang sering
dianggap sebagai solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi, terutama di pedesaan.
(Nuryamin, 2024) Oleh karena itu, penerapan hukum yang ada harus disertai dengan
upaya yang lebih besar dalam melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada

masyarakat terkait bahaya pernikahan dini.

Dalam hal ini, hukum Indonesia telah memberikan kerangka yang jelas untuk
melindungi anak-anak dari pernikahan dini, namun implementasi yang kurang konsisten
di tingkat lokal dan adanya kelonggaran melalui dispensasi membuat tujuan perlindungan
anak belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan
dispensasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda
pernikahan hingga usia yang matang, menjadi langkah yang sangat penting untuk

memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik.(Widyastari, 2020)

Penerapan hukum terkait batas usia pernikahan di Indonesia, meskipun sudah
diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, sering kali tidak efektif dalam mencegah pernikahan
dini, meskipun undang-undang tersebut membatasi usia pernikahan, praktik dispensasi
yang diberikan oleh pengadilan agama tetap memperbolehkan pernikahan dini terjadi.
Pengadilan agama, dengan berbagai alasan, seperti kondisi sosial-ekonomi yang

mendesak, sering kali memberikan dispensasi pernikahan, meskipun usia pasangan belum
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mencapai batas yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi
hukum yang perlu segera diatasi. Dispensasi pernikahan yang diberikan seringkali
mengabaikan dampak sosial dan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam
pernikahan dini, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka.(Haryadi & Septarina,
2023)

Upaya Untuk Memperkuat Perlindungan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam
Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah fenomena yang sangat berisiko bagi anak, terutama bagi
anak perempuan, yang sering kali tidak hanya menghadapi dampak psikologis tetapi juga
sosial dan ekonomi yang signifikan. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
tentang perubahan batas usia perkawinan telah disahkan, kenyataannya, pernikahan dini
masih terjadi secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang lebih konkret dan
holistik sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang
terlibat dalam pernikahan dini. (Triadhari et al., 2023) Hal ini pentingnya peraturan yang
lebih ketat mengenai dispensasi pernikahan, yang seringkali menjadi celah bagi

pernikahan dini meskipun bertentangan dengan hak-hak anak.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat
dan pendidikan tentang bahaya pernikahan dini. Sebagai langkah preventif, program
edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas harus diperkenalkan
untuk mengubah pola pikir yang mendukung pernikahan dini. Hak-hak anak sering
terabaikan dalam pernikahan dini, dan peningkatan literasi hukum serta pendidikan bagi
masyarakat dapat mengurangi angka pernikahan dini. Dalam hal ini, pemerintah dan
organisasi non-pemerintah dapat berperan aktif dalam mengkampanyekan pentingnya
pendidikan bagi anak perempuan dan mencegah pernikahan di bawah usia yang
ditetapkan oleh hukum.(Nurhasanah & Abdullah, 2025)

Selain itu, kebijakan yang lebih ketat terhadap dispensasi pernikahan harus
diterapkan untuk mencegah pernikahan dini, meskipun ada batas usia minimal untuk
menikah, pengadilan agama sering kali memberikan dispensasi yang memungkinkan
anak-anak menikah meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Kebijakan ini, meskipun
memiliki dasar hukum, seringkali bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran dispensasi
pernikahan, memastikan bahwa hal tersebut hanya diberikan dalam kondisi yang sangat

mendesak dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.(Rohman, 2023)

Perlindungan hukum yang lebih efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa

anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini mendapatkan perlindungan yang layak,
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baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, bahwa pernikahan dini seringkali
menghalangi perempuan muda untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebebasan
mereka untuk berkembang. Oleh karena itu, selain perbaikan kebijakan hukum, negara
juga perlu menyediakan layanan psikososial dan hukum yang memadai bagi anak-anak
yang menjadi korban pernikahan dini. Dukungan seperti konseling, pendidikan lanjutan,
dan akses kesehatan harus disediakan untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat

mengatasi dampak negatif dari pernikahan dini.(Susanti et al., 2024)

Terakhir, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap mereka yang
melanggar hukum mengenai batas usia pernikahan. Hukum yang ada harus benar-benar
ditegakkan tanpa memberi kelonggaran bagi siapa pun yang melanggar batas usia
tersebut, kecuali dalam kondisi yang benar-benar memenuhi syarat yang sangat terbatas.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Widyastari, penegakan hukum yang tegas terhadap
pernikahan dini akan memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan kebijakan
dispensasi pernikahan. Semua upaya ini harus dilengkapi dengan kebijakan dan sistem
yang mampu menanggulangi masalah sosial yang mendasari terjadinya pernikahan dini,

seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.(Widyastari, 2020)

Secara keseluruhan, memperkuat perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam
pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan
perbaikan kebijakan hukum, edukasi masyarakat, serta peningkatan akses dan dukungan
sosial untuk anak-anak yang terlibat. Upaya ini harus didukung oleh penegakan hukum
yang konsisten dan kebijakan yang berfokus pada perlindungan hak anak secara
menyeluruh, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan

yang aman dan mendukung perkembangan anak.(Rahmah et al., 2024)

Pendidikan adalah faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini, Putri
menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi di kalangan perempuan dapat
menurunkan angka pernikahan dini. Pendidikan membuka peluang bagi perempuan untuk
memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Sebaliknya, di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, pernikahan dini lebih sering
terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan perempuan. Pendidikan
juga dapat membantu perempuan untuk memahami potensi mereka dan membuat
keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka, termasuk dalam hal
pernikahan.(Putri et al., 2024)

Pernikahan dini berdampak langsung pada kualitas kehidupan keluarga. Nasyira
mencatat bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki

kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, yang berdampak pada kualitas
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hidup mereka. Mereka sering kali terperangkap dalam peran domestik yang membatasi
kesempatan untuk berkembang, serta menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan
dan keuangan. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini juga
menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga kualitas
kehidupan keluarga menjadi rendah. Ini memperburuk kondisi keluarga secara
keseluruhan, yang sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan.
(Ikhsanudin & Nurjanah, 2018)

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam memberikan dispensasi
pernikahan dini, bahwa meskipun hukum mengatur batas usia minimal pernikahan,
pengadilan agama sering kali memberikan dispensasi untuk pernikahan dini dengan
alasan sosial dan budaya yang mendasari keputusan tersebut. Hal ini memperburuk situasi
bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, karena keputusan pengadilan sering
kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap hak-hak anak, terutama hak untuk
mendapatkan pendidikan dan perlindungan.(Asriani, 2023)

Reformasi hukum sangat diperlukan untuk mengatasi pernikahan dini di
Indonesia bahwa meskipun ada kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan, celah
hukum tetap ada yang memungkinkan pernikahan dini terjadi. Oleh karena itu, diperlukan
reformasi kebijakan yang lebih tegas dan jelas, termasuk pengawasan yang lebih ketat
terhadap dispensasi pernikahan dini yang diberikan oleh pengadilan agama. Selain itu,
pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan
pentingnya perlindungan hak anak juga harus diperkuat. Reformasi ini tidak hanya akan
memperbaiki implementasi hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial tentang

pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan.(Karim, 2024)

Pernikahan dini jelas melanggar hak-hak anak, yang seharusnya dilindungi oleh
hukum, bahwa pernikahan dini mengurangi kesempatan anak perempuan untuk
mengakses pendidikan dan kesehatan yang mereka perlukan untuk berkembang secara
optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang melarang pernikahan
dini, praktek ini masih berlangsung karena adanya dispensasi yang memberikan jalan bagi
pasangan muda untuk menikah. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi
anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini sangat penting untuk memastikan bahwa
mereka dapat mengakses hak-hak mereka dan mendapatkan kesempatan yang sama
dalam kehidupan.(Marasaoly et al., 2024)

Tabel Ringkasan Dampak Pernikahan Dini dan Implikasi Hukumnya

Aspek Dampak Pernikahan Dini Implikasi Hukum
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Perkawinan Indonesia

Hak Anak

1) Hilangnya hak atas
pendidikan dan kesehatan.

1) Pelanggaran terhadap hak-
hak dasar anak

2) Meningkatkan risiko  2) Bertentangan dengan UU
kekerasan  dalam  rumah No. 16 Tahun 2019 tentang
tangga batas usia perkawinan

3) Terjebak dalam peran gender
tradisional

3) Kurangnya efektivitas
perlindungan hukum bagi
anak

Kesehatan Fisik

1) Risiko kehamilan dini dan

1) Kurangnya intervensi

& Psikologis komplikasi Kesehatan hukum terhadap dampak
2) Ketidaksiapan emosional kesehatan jangka Panjang
dalam menghadapi  2) Kebutuhan penyediaan
pernikahan layanan psikososial oleh
3) Risiko depresi dan trauma negara
Ekonomi 1) Meningkatkan beban Perlu kebijakan integratif
Keluarga ekonomi  dalam  jangka yang melibatkan
Panjang perlindungan sosial dan
2) Terjebak dalam siklus pemberdayaan  ekonomi
kemiskinan antar generasi perempuan
Pendidikan 1) Anak perempuan keluar dari 1) Perlunya penguatan
sekolah regulasi agar dispensasi
2) Minimnya  akses  untuk tidak mengabaikan
pengembangan diri dan karier kepentingan  pendidikan
anak.

2) Perlu pengawasan pada
pelaksanaan  dispensasi
pernikahan

Kesetaraan 1) Perempuan dianggap beban Kebutuhan regulasi yang
Gender keluarga dan dinikahkan dini. berpihak pada keadilan
2) Perempuan kehilangan gender dan pemberdayaan
otonomi atas tubuh dan perempuan
hidupnya
Budaya dan 1) Norma budaya mendukung 1) Dispensasi agama sering
Sosial pernikahan dini demi kali berbasis norma sosial,
kehormatan keluarga. bukan kepentingan terbaik
2) Tekanan sosial terhadap anak anak.
perempuan 2) Perlu sosialisasi hukum
dan pendidikan nilai-nilai
HAM dalam masyarakat
KESIMPULAN

Pernikahan dini di Indonesia tetap menjadi masalah sosial yang signifikan
meskipun adanya regulasi yang mengatur batas usia pernikahan melalui Undang-Undang

No. 16 Tahun 2019. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak
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dari dampak negatif pernikahan dini, kebijakan dispensasi yang diberikan oleh
pengadilan agama masih memungkinkan pernikahan dini terjadi. Hal ini berdampak
buruk terhadap hak-hak anak, terutama perempuan, yang mengalami terbatasnya akses
terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, pernikahan dini juga
menambah kerentanannya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan

kualitas hidup anak-anak yang terlibat.

Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak, perlu ada
evaluasi dan penguatan terhadap kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan
agama. Penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat
tentang bahaya pernikahan dini juga sangat penting. Reformasi kebijakan yang lebih ketat
dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan
perlindungan hak anak dapat tercapai, sehingga pernikahan dini dapat dicegah secara
efektif.
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